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SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2008 – 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, dan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2008 – 2013;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 -2013.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupeten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya,
dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53);
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5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik
Indonsia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548) Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

8. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan
Masyarakat, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

21. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2006- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2005 Nomor 16);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2006- 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2005 Nomor 15);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SERUYAN
Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2008 - 2013

BAB I
KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seruyan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah

Kabupaten Seruyan ;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

4. Bupati adalah Bupati Seruyan;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

adalah Badan Legeslatif Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten seruyan;
7. Peraturan Daerah adalah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun ;
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh

perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinir oleh perangkat daerah;

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan;
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk Mewujudkan visi.
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BAB II
RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

RPJMD memuat penjabaran dari visi, misi, arah, kebijakan dan strategi Kepala Daerah mencakup kebijakan
pengelolaan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja
Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-
rencana kerja.

BAB III
SISTIMATIKA RPJMD

Pasal 3

Sistimatika penulisan RPJMD Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) tercantum
dalam Peraturan Daerah ini terdiri-dari :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
BAB III VISI DAN MISI
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM
BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII PENUTUP

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati Seruyan menetapkan Peraturan tentang Program dan
Kegiatan RPJMD Kabupaten.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.
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Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 8 Agustus 2009

BUPATI SERUYAN,

ttd

H. M. DARWAN ALI
diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 10 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,

ttd

Drs. H. DJONI ARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2009 NOMOR 34 SERI E.


